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 ABSTRAK 
BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatanadalah BMT yang menghimpun dana 
dan menyalurkan dananya kepada masyarakat, yaitu melalui beberapa produk salah 
satunya adalah pembiayaan murabahah. Dalam pembiayaan tentunya BMT Mitra Dana 
Sakti memerlukan jaminan yang akan diserahkan dari nasabah. Di KJKS BMT Mitra 
Dana Sakti banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan yaitu 456 aplikasi nasabah 
baru dan lama pada tahun 2016. SertaKJKS BMT Mitra Dana Sakti mempunyai standar 
kelayakan tersendiri dalam menilai suatu agunan menggunakan rumus-rumus yang 
dimana cara tersebut banyak dari masyarakat dan juga nasabah baru belum mengetahui 
dan mengerti tata cara penghitungan dari angunan yang akan mereka 
berikan.Memperhatikan hal tersebut penulis memandang pentingnya untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Analisis Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian 
Pembiayaan Murabahah Pada BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan”. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Penilaian 
Barang Agunan Dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra 
Dana Sakti, dan Bagaimana Penilaian Agunan di BMT Mitra Dan Sakti Dalam Perspektif 
Ekonomi Islam? 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang mengambil data-data primer dari lapangan yang dilakukan di BMT Mitra 
Dana Sakti Lampung Selatan untuk menggali data-data yang relevan dari sumber data. 
Penulis mengumpulkan data dengan observasi, dokumen dan wawancara. Data yang telah 
terkumpulkemudian dianalisis dengan metode deskriptif. 
Dari hasil penelitian penulis, Dalam teori yang di tulis oleh Muhammad 
bahwapenilaianagunan maksimal70% dari nilai taksiran penilaian yang dilakukan selama 
3 bulan. Di BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan dalam melakukan penilaian 
terhadap agunan dengan menggunakan sistem sama rata, dimana bank menilai agunan 
sebesar 80% dari harga pasar.Berdasarkan penelitian tersebut penulis mengungkapkan 
bahwa terdapat perbedaan antara teori dan apa yang diterapkan di BMT Mitra Dana Sakti 
Lampung Selatan, perbedaan terdapat pada penilaian plafond agunan, namun disini 
perbedaan tersebut tidak menjadikan masalah karena hal itu untuk mempermudah BMT 
dalam melakukan penilaian dan tidak melanggar peraturan syariah.BMT Mitra Dana 
Saktimenggunakan agunan dengan cara fidusia adapun Barang yang dijadikan sebagai 
jaminan fidusiaadalah benda yang bergerak, yang berwujud atau tidak berwujud sistem 
jaminan fidusia ini belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, karena pada masa 
Rasulullah barang jaminan tersebut harus diserahkansetelah pemilik barang menerima 
utang sedangkan pada jaminan Fidusiaini yang dijadikan jaminan bukan barang/bendanya 
tetapi hanya hak kepemilikan saja. Barang yang dijadikan jaminan tidak ditarik/diambil 
apabila si debitur melakukan wanprestasi. 
 
Kata kunci: Analisis, Penilaian Agunan, Pembiayaan Murabahah. 
  
 
  
 MOTTO 
                   (……..) 
Artinya: 
Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
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1 Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur‟an Tajwid Dan Terjemah (Alqur‟an 
Tafsir Bil Hadis), (Jakarta: Cordoba, 2013), h. 283. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka 
dirasa perlu untuk memperjelas pengertian istilah yang terkandung dalam 
“Analisis Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan 
MurabahahPada BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan”. Dengan adanya 
penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat 
menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian 
selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah 
sebagai berikut: 
1. Analisis  
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 
(sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2
 
2. Agunan  
Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur 
kepada bank dalam rangka memberikan fasilitas keredit atau pembiayaan 
prinsip syariah.
3
 
 
                                                             
2
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, Edisi Ke-Empat. 
3
Zanuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.152. 
 3. Keputusan  
Keputusan adalah pemilihan yang didasarkan keriteria tertentu atas dua 
atau lebih alternatif yang mungkin.
4
 
4. Pemberian  
Pemberian adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari 
orang lain (karena diberi), proses cara memberi atau memberikan.
5
 
5. Pembiayaan  
Pembiayaan adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah 
atau valuta asing bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga 
syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan 
kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi‟ah bank 
indonesia.
6
 
6. Murabahah 
Murabahahadalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan 
pembeli.
7
 
 
 
 
                                                             
4
Ibnu Samsi, Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi (Jakarta: Bumi Aksara. 
2000), h. 5. 
5
Op.,cit.KBBI. 
6
Muhammad, Manajemen Dana Syariah, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, ( 2014), h. 
451. 
7
Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), h.190. 
 7. BMT  
BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau 
Baitul Mal wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang 
beroperasi bedasarkan prinsip-prinsip syariah.
8
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini bedasarkan alasan secara 
obyektif dan subyektif adalah sebagai berikut: 
1. Secara Obyektif. 
Mengingat masalah analisis penilaian agunan dalam keputusan 
pemberian pembiayaan murabahah adalah sesuatu hal yang belum 
dibicarakan oleh masyarakat luas, oleh karena itu akan dilakukan 
penelitian judul sekripsi ini dan judul ini menarik untuk dibahas sebagai 
penambah wawasan. 
2. Secara Subyektif. 
a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas 
sebelumnya oleh para peneliti lainnya yang berkaitan dengan analisis 
penilaian agunan dalam keputusan pemberian pembiayaan murabahah 
pada BMT Mitra Dana SaktiLampung Selatan. 
                                                             
8
Andri Soemitra, Bank Dan Leembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana,  2009), h. 
451. 
 b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis 
pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan perbankan syariah. 
c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat 
adanya ketersediaan data dan informasi yang penulis butuhkan terkait judul 
yang akan diteliti, baik data sekunder dan data primer memiliki kemudahan 
akses, serta lokasi objek penelitian yang dapat dijangkau oleh peneliti. 
C. Latar Belakang 
Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan 
pesat. Bank syariah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk 
menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem 
ekonomi, lembaga tersebut merupakan lembaga dari keseluruhan sistem sosial. 
Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan 
keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu bisnis yang dikembangkan oleh 
kaum muslim harus diacukan pada lembaa dan hukum syara‟.9 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berperan sebagai 
intermediariesunit  mempunyai fungsi sebagai pihak perantara dari pihakyang 
kelebihan dana (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit 
unit). Proses intermediasi tersebut memberikan dua manfaat utama yaitu: 
                                                             
9
Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 
2009), h. 2. 
 1. Memberikan kesempatan kepada pihak (surplus unit) untuk 
menanamkan dananya dan memperoleh keuntungan sehingga 
membantu memobilisasi dana supaya tidak menganggur. 
2. Proses tersebut akan memindahkan risiko dari penabung yaitu dari 
(surplus unit) kepada lembaga keuangan syariah atau kepada pemakai 
dana (deficit unit) sehingga proses alokasi atau transfer dana dari pihak 
(surplus unit) kepada pihak (deficit unit) bisa berjalan lebih efisien.
10
 
Pembiayaan disebut dengan asset, dikarenakan dana yang 
dipergunakan untuk pembiayaan  merupakan asset (kekayaan) bagi bank. 
Walaupun dana yang digunakan dalam pembiayaan tersebut juga bersumber 
dari dana pihak ketiga. Sebagaimana pada lembaga bank secara umum, 
dalam penghimpunan dana bank syariah mempraktekkan produk tabungan 
dan giro (saving dan current accounts) dan deposito (investment accounts). 
Dalam kedua produk tersebut, akad yang dikembangkan adalah akad wadiah 
dan murabahah. 
Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga 
perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 
mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Barang 
yang diperjualbelikan disebut dengan aset murabahah, yaitu aset yang 
                                                             
10
Martono, Bank Lembaga Keuangan Lainya, (Yogyakarta : Ekonisia, 2010), h. 2. 
 diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad 
murabahah.
11
 
Tidak menutup kemungkinan ketika bank melakukan akad pembiayaan 
murabahah memiliki beberapa risiko yang dimungkinkan terjadi dari pihak 
nasabah, diantaranya ketika nasabah tidak bisa melakukan kewajibannya yaitu 
mengangsur disetiap bulannya, sehinngga perlu dilakukan analisis pembiayaan 
terlebih dahulu sebelum bank menyetujuinya. Salah satunya adalah analisis 
terhadap agunan (collateral), yaitu analis menilai asset atau benda yang 
diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterianya. 
Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban 
finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, 
lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. 
12
 
Agunan adalah jaminan tambahan yang di serahkan nasabah debitur 
kepada bank dalam rangka pembertian fasilitas keredit atau pembiayaan 
bedasarkan prinsip syariah. Agunan mutlak dibutuhkan sebagai salah satu 
syarat untuk pengajuan keredit kepada pihak bank , tetapi perlu di tekankan 
bahwa bank bukan lembaga gadai. Ada perbedaan perinsip yang mencolok 
antara bank dan lembaga gadai yang hanya menganalisis satu-satunya objek 
                                                             
11
Muhammad & Dwi Suwiknyo, Akuntansi Perbankan syariah,(Yogyakarta: Trust 
Media, 2009), h. 42-43. 
12
Trisandini & Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 
69.  
 jaminan sebagai objek penilaian, sedangkan bank melihat agunan hanya salah 
satu objek penilaian, bukan segala-galanya. 
Dari sudut bank mengesekusi agunan adalah pilihan terakhir sebagai 
secound way out apabila debitur tidak dapat melunassi pinjaman dalam jangaka 
waktu tertentu. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan 
peminjam kepada bank. Penilaian terhadap collateral meliputi jenis, lokasi, 
bukti kepemilikan, dan setatus hukum nya, 
Bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan melainkan bisa 
berbentuk jaminan pribadi (borgtoch), lider of guarantea, lider of comfort, 
rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua 
segi, yang pertama segi ekonomis, yaitu ekonomis dari  barang yang digunakan 
dapat di nilai dengan uang dan dapat di jadikan uang, yang kedua dari segi 
yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk 
dipakai sebagai agunan, yaitu kepemilikan dapat dipindah tangankan dari 
pemilik semula kepada pihak lain (marktable) mempunyai nilai yuridis, dalam 
arti dapat di ikat secara sempurna berdasarkan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku sehingga bank memiliki hak yang di dahulukan 
(preferen) terhadap hasil likuiditas barang tersebut. 
Setiap pengajuan kredit kepada pihak bank atau lembaga keuangan 
lainnya harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu, baru 
kemudian ditentukan keputusan persetujuan pembiayaannya disetujui atau 
ditolak. 
 Mengingat pengikatan jaminan bagi bank syariah sampai saat ini belum 
ada pengaturannya secara khusus, maka pelaksanaan angkatan jaminan yang 
dilakukan oleh bank syariah adalah dengan memberlakukan peraturan 
perundang-undangan konvensionl yang ada tentang lembaga jaminan.
13
 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) pada dasarnya adalah  unit 
koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan 
simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).
14
 KJKS BMT Mitra Dana 
Sakti adalah sebuah lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi 
Keuangan Syariah.  
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga 
keuangan mikro syariah yang banyak berkembang sekarang ini dan merupakan 
lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah 
tetapi bukan bank.
15
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang 
mempunyai 2 (dua) jenis kegiatan yaitu mengumpulkan dana zakat, infaq, dan 
sodhaqah (ZIS) untuk diberikan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi 
kemiskinan dan juga dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru 
dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.
16
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 Kegiatan transaksi dalam BMT banyak dimanfaatkan oleh kelompok usaha 
kecil, ini dikarenakan kelompok usaha kecil yang kurang dapat mengakses 
lembaga keuangan perbankan.
17
 Selain itu BMT juga banyak diminati karena 
kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan 
sistem “jemput bola” yang dilakukan BMT.18 
Salah satu transaksi yang dimanfaatkan oleh kelompok usaha kecil dan 
paling sering diminati adalah pembiayaan produktif. Dalam dunia perkreditan 
di seluruh dunia dikenal suatu hukum yang mengatakan bahwa dalam 
pemberian kredit harus terdapat dua jalan penyelesaian (way out) yakni jalan 
penyelesaian pertama adalah dana tunai (way out kredit) dan jalan kedua 
adalah agunan/jaminan (the second way out is collateral).
19
 
Sehubungan dengan fungsi BMT sebagai lembaga intermediary tersebut, 
dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah. Dalam pembiayaan BMT menanggung risiko 
kerugian Menurut undang-undang No 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas 
aktiva bank umum pada pasal 48, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian 
yang seksama terhadap jaminan termasuk agunan (jaminan yang bersifat 
kebendaan) dan jaminan non-kebendaan (immateril) lainnya sebelum 
memberikan pembiayaan kepada calon debiturnya. 
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 Firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 283 : 
 َنُِمتْؤإ ي ِ ذلَّإ ِّدَؤُْيَلف اًضَْعب ُْكُُضَْعب َنِمَأ ْن
ِ
َاف ۖ ٌةَضوُبْلَم ٌناَِهَرف اًِبتَكَ إوُد َِتَ َْملَو ٍرَفَس ََٰلَع ُْتُْنُك ْن
ِ
إَو ۞
يمَِلع َنُولَمَْعت اَمِب ُ ذللَّإَو ۗ ُهُْبَلك ٌِٓثِأ ُهذ ه
ِ
َاف اَهْمُتَْكي ْنَمَو ۚ َةَداَه ذشلإ إوُمُتَْكت َلََو ۗ ُهذ بَر َ ذللَّإ ِقذتَْيلَو ُهََتهاَمَأ ٌ  
Artinya:  
Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 
Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.Dan janganlah kamu 
menyembunyikan kesaksian karena barangsiapa menyembunyikannya, 
sesungguhnya, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.
20
 
 
Dari ayat di atas dapat di fahami bahwa apabila kita akan meminjam 
(berhutang) ataupun akan memberikan suatu pinjaman kepada orang, kita tidak 
boleh mengkhiyanati janji-janji yang telah di sepakati baik berbentuk tulisan 
ataupun berbentuk jaminan (angunan). Karena hal tersebut sangatlah di larang 
oleh Allah SWT.Maka dari itu pada dasarnya agunan adalah aset pihak 
peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat 
mengembalikan pinjaman tersebut.Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi 
pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. 
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Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur‟an Tajwid Dan Terjemah (Alquran 
Tafsir Bil Hadis), (Jakarta: Cordoba, 2013), h. 283. 
 Dari pengamatan dan data yang diperoleh penulis, produk pembiayaan 
di KJKS BMT Mitra Dana Sakti banyak diminati khalayak terutama para 
pemilik kios grosir, pedagang dan para petani untuk pengajuan pembiayaan 
yang dimana akad yang disediakan adalah pembiayaan Murabahah. Dalam 
pengajuan ini nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di mintai syarat 
memberikan agunan kepada KJKS BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan. 
Rata-rata 1 (satu) tahun KJKS BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan 
menolak permohonan karena agunan 5-10% dari total pembiayaan yang 
berjumlah 100-150 nasabah baru. 
 
 
 
 
 
 
  
 
TABEL 1.1 
 DATA PENOLAKAN AGUNAN 
 
Sumber : BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan 
 Dari total pembiayaan pada tahun 2015, 10% dari total pembiayaan 
nasabah baru yang berjumlah 100 pembiayaan tersebut ditolak agunannya (10 
aplikasi). Sedangkan pada tahun 2016, 8% dari total pembiayaan nasabah baru 
yang berjumlah 150 pembiayaan tersebut ditolak agunannya (12 aplikasi).  
Di sini penulis memilih tempat KJKS BMT Mitra Dana Sakti Lampung 
Selatan dengan alasan pertama di KJKS BMT Mitra Dana Sakti banyak nasabah 
yang mengajukan pembiayaan (456 aplikasi nasabah baru dan lama pada tahun 
2016) serta tempat yang setrategis sehingga penulis mudah dalam mencari dan 
mengolah data sesuai observasi yang diperoleh penulis berdasarkan fakta di 
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 lapangan. Kedua di KJKS BMT Mitra Dana Sakti mempunyai standar kelayakan 
tersendiri dalam menilai suatu agunan menggunakan rumus-rumus yang dimana 
cara tersebut banyak dari masyarakat dan juga nasabah baru belum mengetahui 
dan mengerti tata cara penghitungan dari angunan yang akan mereka berikan.  
Penulis juga tertarik mengangkat tema agunan karenaPertamaagunan 
dapat meningkatkan persentase kelayakan dalam pembiayaan. Kedua agar 
akademisi mengetahui standar yang bisa dijadikan acuan dalam menilai barang 
agunan. Ketigauntuk memberikan wacana barang apa saja yang sekiranya bisa di 
jadikan sebagai barang agunan, karena terkadang masyarakat tidak mengetahui 
betapa pentingnya suatu agunan jika ingin mengajuakan pembiayaan. 
Masyarakat seringkali mengharapkan mendapat pembiayaan yang besar namun 
agunan yang dijaminkan tidak sesuai terutama jika kita melakukan pengajuan 
untuk pertama kali. Penulis juga ingin menambah wawasan masyarakat dan juga 
untuk ilmu akademis, sehingga dapat menilai suatu barang agunan agar tidak 
merasa tertipu atau merugi jika terjadi hal yang tidak di inginkan (pembiayaan 
bermasalah).  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik membahas 
“ANALISIS PENILAIAN AGUNAN DALAM KEPUTUSAN 
PEMBERIANPEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT MITRA DANA 
SAKTI LAMPUNG SELATAN”. Penulis memilih topik “Agunan” karena 
masih banyak hal yang perlu diketahui para khalayak dalam pengetahuan 
pengajuan pembiayaan serta agunan yang bernilai sesuai dengan pembiayaan 
 yang diinginkan yang dimana jaminan adalah salah satu faktor penunjang yang 
selalu diutamakan selain character dan capacity pada prinsip 5C (Character, 
Capital, Capacity, Condition of economi, Collateral).
21
 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan 
Murabahah di BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan? 
2. Bagaimana penilaian Agunan di BMT Mitra Dana Sakti Lampung 
SelatanDalam Perspektif Ekonomi Islam? 
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah di rumuskan oleh 
penulis diatas, maka ada beberapa tujuan yang akan dicapai dari hasil 
penelitian ini, diantaranya: 
a. Untuk mengetahui bagaimana analisis penilaian agunan dalam 
keputusan pemberiaan pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Dana 
Sakti Lampung Selatan. 
b. Untuk mengetahui bagaimana agunan dalam perspektif ekonomi islam 
 
2. Manfaat penelitian 
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 Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat 
tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: 
a. Manfaat teoritis 
1) Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang 
bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan 
ilmu perbankan syariah khususnya. 
2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai 
analisis penggunaan agunan dalam keputusan pemberian 
pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Dana Sakti Lampung 
Selatan. 
3) Dapat digunakan sebagai informasi ilmiah dan literatur bagi peneliti 
selanjutnya. 
b. Manfaat Praktis 
Dapat memberikan informasi yang faktual berkaitan dengan 
analisis penilaian agunan dalam keputusan pemberian pembiayaan 
murabahah pada BMT mitra dana sakti lampung selatan. 
F. Studi Pustaka 
1. Penelitian yang di lakukan oleh Eni Yuliani (2016) yang berjudul 
“Analisis Penilaian Agunan Pada Pembiayaan Murabahah di Bank 
Syari‟ah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”. Hasil penelitian ini adalah 
berdasarkan penelitian tersebut penulis mengungkapkan bahwa terdapat 
perbedaan antara teori dan yang di tetapkan oleh bank syari‟ah Mandiri 
 Kantor Cabang Purwokerto, perbedaan terdapat pada penilaian plafond 
agunan, namun di ssini perbedaan tersebut tidak menjadikan masalah 
karena hal itu untuk mempermudah bank dalam melakukan penilaian dan 
tidak melanggar peraturan syari‟ah. 
2. Skripsi yang disusun oleh Arya Manggala Yudha, yang berjudul “Eksekusi 
Lelang Obyek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Pada PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Cabang Jember”. Dalam penelitian ini 
menjelaskan tentang bagaimana pengaturan perjanjian kredit yang jaminan 
hak tanggungan dan kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan dalam 
perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 
Jember, dimana dengan adanya bukti sertifikat hak tanggungan 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat digunakan oleh pemegang 
Hak Tanggungan (kreditur) untuk melakukan eksekusi obyek hak 
tanggungan jika terjadi kredit macet 
3. Jurnal yang di tulis oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati, yang berjudul “Risiko 
Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Di Yogyakarta”Dalam 
jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana mengelola risiko yang terkait 
dengan barang, BMT Dana Insani dan BMT BIF Nitikan mewakilkan 
kepada anggota untuk membeli barangnya sendiri. Sementara itu, untuk 
menghindari risiko pembatalan pembelian barang karena adanya 
kerusakan / cacat pada barang , BMT Amratani Sejahtera akan 
 memberikan diskon (mengurangi margin) kepada anggota supaya anggota 
tetap jadi membeli barang tersebut.  
G. Kerangka Pikir 
Berikut ini adalah kerangka pikir yang penulis gambarkan, untuk 
mempermudah dalam memahami arah tujuan penelitian ini. Adapun kerangka 
pemikiran adalah sebagai berikut: 
Firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat Al-Baqorah ayat 283 : 
                       
                          
        
Artinya:  
Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia 
bertakwa kepada Allah, Tuhannya.Dan janganlah kamu menyembunyikan 
kesaksian karena barangsiapa menyembunyikannya, sesungguhnya, hatinya 
kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
 
     
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Nasabah datang mengajukan angunan dan mengisi “Formulir 
Permohonan Identifikasi Status Kepemilikan Angunan”. 
2. Nasabah mengisi formulir lokasi angunan. 
3. Selanjutnya calon nasabah/ anggota menyerahkan agunan. 
4. Selanjutnya Tim Legal Jaminan mensurvey agunan tersebut dengan 
langsung melihat kondisi fisik barang, memastikan keaslian kepemilikan 
serta kesesuaian fisik barang dengan foto yang diserahkan. (dilakukan 
oleh bagian Legal dan Jaminan). 
5. Hasil data survey agunan tadi diserahkan pada bagian pembiayaan untuk 
di proses kembali pembiayaannya mencari harga pasaran barang agunan 
dengan cek harga pasar secara up to date. 
 
 
 
 
Penilaian Agunan 
 Status Kepemilikan 
 Lokasi 
 Jenis 
 Kondisi 
 Nilai jual 
 
 
 
Keputusan pemberian 
pembiayaan 
 H. Metode Penelitian 
Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 
penelitian, sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian 
penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, 
untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk 
mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.
22
 
 Menurut MardalisMetode adalah suatu prosedur atau cara untuk 
mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu 
cara kerja yang sistematik. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau 
teknisi yang dilakukan dalam proses penelitian.
23
 
 Menurut Zakiah Daradjat Metode sama artinya dengan metodologi yaitu 
suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-metode yang akan 
digunakan dalam penilitian”.24 “Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan 
pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang 
tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip–prinsip baru yang 
bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu 
serta teknologi.
25
 
 Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu 
prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah–langkah 
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 sistematis untuk mendapatkan fakta–fakta atau prinsip–prinsip baru yang 
bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal–hal baru dan menaikkan 
tingkat ilmu serta teknologi. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian adalah penelitian 
lapangan (field research), yaitu penelitian yang mengambil data-data 
primer dari lapangan. Penelitian ini bermaksut mempelajari secara intensif 
tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, 
individu, lembaga dan masyarakat.
26
Penelitian kualitatif yaitu penelitian 
yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan 
lainya.
27
Menurut Bogdan Taylor dalam Lexy J. Meleong bahwa penelitian 
kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati.
28
 
a. Library Research (pengumpulan data melalui kepustakaan), penelitian 
kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan 
berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup 
kepustakaan. Yang dimaksud penelitisan kepustakaan adalah penelitian 
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 dengan membaca, menelaah, dan mencatat bahan dari literatur yang 
berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan 
permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini. 
b. Field Research (penelitian lapangan), penelitian dalam kanca kehidupan 
yang sebenarnya.
29
 Dengan datang langsung, mengunjungi, 
mempelajari dan melakukan wawancara pada objek yang akan di teliti 
dalam hal ini BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan. 
2. Sumber Data 
Data yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang di peroleh oleh peneliti dari sumber 
asli.
30
 Data tersebut dapat di peroleh langsung dari personil yang di 
teliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data primer yang di 
peroleh dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung kepada 
pihak yang berkompeten di BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu di laporkan dan di 
kumpulkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, 
walaupun yang di kumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. 
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 Data sekunder dapat di peroleh dari instansi-instansi, perpustakaan, 
maupun dari pihak lainnya.
31
 
1. Metode Pengumpulan Data 
 Untuk mendapatkan data yang cukup dan sesuai dengan pokok 
permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan beberapa metode 
pengumpulan data yang mana satu sama lainnya saling melengkapi, metode 
tersebut antara lain: 
c. Observasi  
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 
yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 
diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 
Tekhnik pengumpulan data dengan observasi, digunakan bila, penelitian 
berkenaan dengan perilaku manusia proses kerja, gejala-gejala alam dan 
bila responden yang di amati tidak besar.
32
 
Menurut Sutrisno Hadi observasi biasa diartikan sebagai 
pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena 
yang diteliti.
33
 Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian 
ini adalah observasi partisipan, dimana peneliti turut ambil bagian atau 
berada dalam keadaan obyek yang diobservasi (disebut observers). 
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 Metode observasi ini adalah metode pokok atau primer yang 
peneliti gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara 
langsungpenilaian agunan dalam keputusan pemberian pembiayaan 
murabahah pada BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan. 
Metode observasi yang digunakan sebagai alat pengumpul data 
adalah untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada 
objek penelitian tentang penilaian agunan dalam keputusan pemberian 
pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Dana Sakti Lampung. 
3. Interview 
Interview/ wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 
jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan 
berlandaskan kepada tujuan penelitian.
34
 Sedangkan menurut S. Margono, 
Metode wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara 
mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 
pula.
35
 
Menurut Denzin dalam Goetz dan LeCompte wawancara 
merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada 
orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan 
hal-hal yang dipandang perlu. Sedangkan menurut Hopkins wawancara 
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 adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat 
dari sudut pandang yang lain.
36
 
Jadi wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara 
mengadakan tanya jawab lisan dengan orang yang dapat memberikan 
keterangan. Apabila dilihat dari teknik pelaksanaannya, maka wawancara 
dapat dibagi atas tiga: 
1. Wawancara bebas (tak terpimpin) 
Wawancara bebas adalah proses wawancara di mana interviewer 
tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok 
persoalan dari fokus penelitian dan interview (orang yang 
diwawancarai). 
2. Wawancara terpimpin  
Wawancara ini juga disebut dengan interview guide. Contraled 
interview atau struktured interview, yaitu wawancara yang 
menggunakan buku panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. 
Ciri pokok wawancara terpimpin ialah bahwa pewawancara terkait 
oleh suatu fungsi bukan saja sebagai pengumpul data relevan dengan 
maksud penelitian yang telah dipersiapkan, serta ada pedoman atau 
panduan pokok-pokok masalah yang akan diselidiki akan memudahkan 
dan melancarkan jalannya wawancara.  
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 3. Wawancara bebas terpimpin 
Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara 
wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat 
pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 
wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai 
mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. 
Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses 
wawancara kehilangan arah.
37
 
Dalam penelitiaan ini, teknik wawancara yang digunakan 
adalah wawancara bebas terpimpin yaitu tanya jawab secara bebas 
dengan berpedoman pada pokok-pokok yang ditentukan terlebih 
dahulu. Adapun interview ini ditujukan kepada pihak Kepala Cabang  
BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan.  
4. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, 
dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 
dari seseorang. Dokumentasi berbentuk tulisan contohnya catatan harian, 
sejarah kehidupan (life history), cerita, biografi peraturan, kebijakan. 
Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya poto, gambar hidup, 
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 seketsa dan lain-lain. Dokumentasi berbentuk karya misalnya karya seni 
yang berbentuk gambar, patung, film dan lain-lain.
38
 
Jadi dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data 
dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 
tertulis, gambar maupun elektronik sebagai bukti penelitian dimanfaatkan 
untuk menguji, menafsirkan, dan mencari data mengenai hal-hal yang 
berupa catatan, transkip, buku, majalah, prasarti, notulen rapat, lengger, 
agenda dan sebagainya. 
A. Teknik Analisis Data 
Langkah selanjutnya setelah data terkumpul melalui alat pengumpul 
data, maka perlu dianalisis guna memperolah kesimpulan yang dapat 
digunakan  untuk menguji kebenaran hipotesis. Bogdan dan Taylor 
menyatakan analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal 
untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh 
data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide 
itu.
39
Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam proses-
proses yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan melalui penyusunan 
kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang pelaku yang diamati.
40
 
Tujuannya adalah menyederhanakan data penelitian yang sulit dipahami 
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 dikarnakan jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih 
mudah dipahami, atau bertujuan untuk menarik kesimpulan peneliti yang telah 
dilaksanakan.  
Analisis data dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu 
metode yang di lakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang di mulai 
dari pernyataan umum atau teori-teori menuju pernyataan-pernyataan khusus 
dengan penalaran atau rasio-rasio.
41
 Dengan metode ini, penulis mengambil 
kesimpulan dari pernyataan yang umum, seperti teori-teori yang berkaitan 
dengan teori keputusan. Kemudian menuju pernyataan khusus, yaitu 
memaparkan keadaan di lapangan yang mana penulis memaparkan mengenai 
analisis penggunaan agunan dalam keputusan pemberian pembiayaan 
murabahah. 
Penelitian ini jenisnya adalah penelitian kualitatif maka dalam 
penyajian datanya menggunakan teknik analisis data secara deskriptif yang 
bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan status fenomena
42
. Dalam 
menganalisis data digunakan beberapa tahap, yaitu: 
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 a) Pengumpulan data  
Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara kepada 
Bapak Asmaul Huda, SE,. MM selaku kepala cabang BMT Mitra Dana Sakti 
Lampung Selatan.  
b) Reduksi data  
Setelah penelitian dapat mengumpulkan semua data yang diperlukan, 
maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Data yang telah 
dikumpulkan akan digunakan peneliti untuk memecahkan masalah, 
menyarankan kebijaksanaan, dan untuk mencapai tujuan tertentu.
43
 Data yang 
diperoleh dari observasi, wawancara, dan sebagainya.  
Jadi masing-masing data akan di dialogkan sehingga dari sini peneliti 
mendapat data yang valid. Dengan penyederhanaan dan pemusatan perhatian 
pada hal-hal yang menguatkan data berdasarkan hasil yang diperoleh dari 
lapangan, selanjutnya dilakukan reduksi oleh penulis secara terus menerus 
selama penelitian berlangsung. 
 
c) Penyajian data 
Yaitu mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dari penelitian di 
lapangan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sistematis dan mudah 
dipahami sesuai dengan pendekatan kualitatif. 
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 d) Penarikan kesimpulan  
Penarikan kesimpulan dengan cara menyusun informasi yang terdapat 
dalam penyajian data. Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah 
mengambil kesimpulan dan vertifikasi. Vertifikasi dapat disingkat dengan 
mencari data baru untuk mencapai persetujuan bersama atau tujuan yang 
diinginkan. 
Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
langkah-langkah dalam menganalisis data pertama, reduksi data yang 
dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yang merupakan usaha membuat 
rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu. Kedua, 
display atau sajian data yaitu dengan menyusun data yang tujuannya untuk 
memudahkan dalam membuat kesimpulan. Tahap akhir dari analisis data ini 
adalah mengadakan verifikasi data atau pemeriksaan keabsahan data yaitu 
untuk mejelaskan tentang makna data. 
Untuk menarik kesimpulan, peneliti menggunakan analisis induktif, 
adapun analisis induktif yaitu cara menganalisis data dengan menggunakan 
fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik 
kesimpulan yang mempunyai sifat umum.
44
 Dari kutipan di atas dapat 
dipahami bahwa analisis induktif tersebut bertitik tolak pada hal yang khusus 
kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. 
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 Jadi disini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif, 
dimana peneliti akan melihat data-data di Lapangan, yang kemudian diolah dan 
pada akhirnya peneliti akan dapat mengungkapkan atau menerangkan dari apa 
yang penulis teliti yakni tentang Penilaian Agunan Dalam Keputusan 
Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada BMT Mitra Dana Sakti Lampung 
Selatan. 
  
  
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Agunan 
1. Pengertian Agunan 
Agunan dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan dalam 
Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai suatu 
jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank 
(Kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU No. 21 
Tahun 2008 tentan Perbankan Syariah menyebutkan Agunan merupakan 
jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak 
bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah 
dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima 
Fasilitas.  
Kedua aturan tersebut dengan tegas menyebutkan agunan sebagai 
jaminan tambahan, maka menurut Wangsawidjaja secara a contrario jika 
ada jaminan tambahan, tentulah ada jaminan pokok. Jika melihat 
terminologi hukum yang ada dalam UU No. 21 Tahun 2008, jaminan 
pokok pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas. Namun jika merujuk 
 pada istilah jaminan dan agunan dalam praktik perbankan yang dikemukan 
oleh A. Wangsawidjaja, bahwa istilah ini muncul dari SK No. 
23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian 
Kredit dan SE No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan 
Pemberian Kredit.
45
 
Pasal 1 huruf b dan c SK No. 23/69/KEP/DIR menyebutkan bahwa 
Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang 
disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu 
kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu 
“zekerheid” atau “cautie”, yang secara umum merupakan cara-cara 
kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan 
jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, 
dikenal juga istilah atau kata-kata agunan. Dalam kamus besar Bahasa 
Indonesia, tidak membedakan pengertian jaminan maupun agunan, yang 
sama-sama memiliki arti yaitu “tanggungan”. Agunan pembiayaan atau 
jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan 
oleh anggota kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan 
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 pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang 
diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.
46
 
Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur 
kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah.
47
 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No; 04/DSN-MUI/IV/2000 bagian ke tiga 
tentang murabahah yaitu mengenai jaminan dalam murabahah: 
a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 
dipegang.
48
 
2. Syarat Barang Agunan 
Jenis-jenis Agunan dari segi objek: 
a. Agunan Utama  
Agunan utama adalah barang yang dibiayai oleh dana bank. 
(apabila dana dari bank digunakan untuk pembelian truk, maka truk 
tersebut dapat dijadikan agunan utamanya) dan bukan merupakan 
bagian barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha 
nasabah. 
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 b. Agunan Tambahan 
Agunan tambahan adalah barang yang tidak dibiayai oleh bank 
dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan 
operasional usaha nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami masalah 
atau bangkrut, sering kali dana kas atau persediaan atau piutang tidak 
dapat lagi di likuiditas untuk memenuhi berbagai kewajiban nasabah 
kepada pihak lain. O leh sebab itu, nasabah harus menyerahkan agunan 
tambahan diluar barang digunakan untuk kegiatan operasional usaha 
nasabah.
49
 
Sedangkan jenis agunan menurut bentuknya: 
a. Jaminan berwujud 
Jaminan berwujud yaitu barang-barang yang dapat 
dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan, mesin-
mesin atau peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan 
lain-lainnya. 
b. Jaminan tidak berwujud 
Jaminan tidk berwujud yaitu benda-benda yang merupakan 
surat-surat berharga yang dapat dijadikan jaminan seperti: sertifikat 
saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, 
rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, 
promes, wesel dan surat tagihan lainnya. 
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 c. Jaminan berupa orang 
Jaminan berupa orang yaitu jaminan yang diberikan oleh 
seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang 
memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.
50
 
3. Perhitungan Penilaian Barang Agunan 
Agunan merupakan salah satu unsur dalam menganalisa 
pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan 
anggotaharus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan 
harusberhati-hati dalam menilai barangbarang tersebut karena harga 
yangdicantumkan oleh anggota tidak selalu menunjukan 
hargasesungguhnya (harga pasar saat itu). Dengan demikian semua 
jenisagunan wajib ditaksasi/dinilai kembali, minimum satu kali 
dalamenambulan atau setiap tahun. Setiap perubahan data agunan, 
termasuk perubahan karena taksasi agunan harus disimpan ke dalam arsip 
komputer data agunan yang terbaru.
51
 
Menurut Hasibuan jaminan yang diberikan merupakan tolak ukur 
bagi pihak manajemen dalam memutuskan untuk memberikan kredit. Hal 
ini dikarenakan character dan capacity seseorang dapat berupah kapan 
saja tergantung situasi yang dialami nasabah tersebut, sehingga dalam 
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 meminimalisir resiko suatu agunan dapat dijadikan syarat sekunder yang 
mampu membackup resiko-resiko yang mungkin terjadi dikemudian 
hari.
52
 
Pembiayaan adalah penanaman dana bank syariah baik dalam 
rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat 
berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal 
sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta 
sertifikat wadiah pada bank indonesia. 
Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah, 
tujuan pembiayaan dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake 
holder yakni pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah, dan bank.
53
 
Berdasarkan penilaian agunan mempengaruhi dalam menentukan 
porsi pembiayaan yang diajukan oleh seorang anggota. Porsi pembiayaan 
tidak bisa melebihi nilai taksasi agunan yang diberikan anggota untuk 
menjadi persyaratan pembiayaan. Dalam metaksasi agunan harus 
memperhatikan risiko-risiko yang akan terjadi pada pembiayaan, apabila 
suatu saat pembiayaan akan macet. Oleh sebab itu agunan harus bisa 
mancakup pembiayaan yang diajukan oleh anggota untuk jangka waktu 
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 pembiayaan yang telah diajukan dan agunan juga harus di updet 
berdasarkan harga pasar. 
Setiap bank atau lembaga keuangan lainnya mensyaratkan agar 
agunan di serahkan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan memenuhi 
aspek yuridis, sehingga dikemudian hari terjadi masalah pihak bank tidak 
dalam posisi yang lemah.
54
 
Maka dari itu semua agunan yang diterima harus sesuai dengan 
syarat-syarat ekonomis yang ada sesuai penilaian dari masing-masing 
lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian maka fungsi agunan bisa 
dikatakan sesuai, karena untuk pencegahan kerugian dengan 
meminimalisir resiko dan sebagai pengcover ketika terjadi pembiayaan 
bermasalah. 
Syarat ekonomis yang harus dipenuhi dari agunan pembiayaan 
secara umum: 
a. Mempunyai nilai ekonomis (dapat diperjual-belikan) 
b. Nilai tersebut harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan 
c. Barang agunan tersebut mudah dipasarkan (dijual kembali) 
d. Nilai barang harus konstan dan akan lebih baik jika nilainya 
mengalami pertambahan dikemudian hari 
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 e. Kondisi dan lokasi agunan cukup strategis (dekat dengan 
pasar/konsumen) 
f. Secara fisik tidak cepat lusuh, rusak dan lain-lain yang menimbulkan 
mengurangi nilai ekonomis 
g. Barang agunanmempunyai manfaat ekonomi dalam jangka waktu 
relatif lebih lama dari jangka waktu pembiayaan.
55
 
Apabila ditelaah lebih lanjut pada dasar teoritisnya, perikatan 
perjanjian kredit didasari pada perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana 
pernyataan Subekti yang menyebutkan bahwa segala macam pemberian 
kredit itu pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian pinjam peminjam 
sebagaiman diatur dalam Pasal 1754 s/d Pasal 1769 KUHPer.
56
 
Sedangkan pendapat lain sebagaimana dikemukan oleh Mariam 
Darus Badrulzaman dan Djuhaendah Hasan, bahwa pada dasarnya 
perjanjian kredit memilik identitas yang berbeda dengan perjanjian pinjam 
meminjam atau perjanjian pinjam uang. Salah satu identitasnya yang 
berkaitan dengan adanya jaminan, yakni pemaknaan perjanjian kredit bank 
harus mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur dalam pengembalian 
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 kredit, di mana hal ini diformulasikan dalam bentuk jaminan baik berupa 
materiil maupun immateril.
57
 
Pada praktiknya, bank harus melakukan analisis pemberian kredit 
agar terhindar dari potensi menjadi kredit macet. Kredit bank mengandung 
resiko, sehingga dalam pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-
asasperkreditan yang sehat. Asas-asas perkreditan yang sehat ini di 
antaranya:
58
 
a. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit tanpa adanya 
suatu perjanjian tertulis. 
b. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit pada usaha 
yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan 
membawa kerugian. 
c. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit untuk 
pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli 
saham. 
d. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit melampaui 
batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit).  
Dengan pemaknaan demikian pula, dapat dipahami bahwa Agunan 
(jaminan kredit) ini merupakan jenis perjanjian accesoir yang mengikuti 
perjanjian pokok,dimana hal ini merupakan bagian dari realisasi prinsip 
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 kredit melalui Collateral, serta berimplikasi pada status krediturnya 
sebagai kreditur sparatis yakni kreditur pemegang jaminan kebendaan.
59
 
Fungsi jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan dan 
prospek usaha yang dimiliki oleh debitur merupakan jaminan immateril 
berfungsi sebagai first way out, diharapkan pengelola dapat memperoleh 
pendapatan guna memenuhi pembiayaannya. Sedangkan fungsi jaminan 
pembiayaan berupa agunan bersifat materil sebagai second way out ketika 
debitur gagal (wanprestasi) atau macet dalam pelunasannya. 
Ditambah lagi bank syariah sebagai lembaga intermediasi melihat 
meski kedudukan nasabah dan bank pada dasarnya merupakan hubungan 
kemitraan, dana yang digunakan oleh bank merupakan dana dari 
masyarakat (pihak ketiga/orang yang menabung), sehingga bank memiliki 
tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk menjamin keamanan atas 
simpanan tersebut di bank syariah. Terlebih lagi,jika melihat track record 
keberadan bank syariah yang masih dianggap baru di dunia perbankan 
selalu memilik resiko, maka bank diharuskan meminimalisir kemunculan 
resiko tersebut.
60
 
Dengan demikian, pembebanan agunan dalam pembiayaan syariah 
ini pada dasarnya merupakan realiasasi dari prinsip-prinsip pengelolaan 
bank Syariah  
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 berupa prinsip kehati-hatian, di samping prinsip lain yang diakui 
seperti prinsip kepercayaan, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip 
kerahasiaan. 
Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pada 
pembentuk Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif terdiri dari: 
a. Giro atau tabungan wadiah, tabungan dan atau deposito 
Mudharabahsetoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing 
yang diblokir yang disertai dengan surat kuasa pencairan. 
b. Sertifikat Wadiah BankIndonesia dan atau Surat Utang Pemerintah. 
c. Surat Berharga Syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan 
dan aktif diperdagangkan dipasar modal. 
d. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan 
ukuran diatas 20(dua puluh) meter kubik. 
Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pada 
pembentuk Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif sebagaimana 
maksud pada pasal 2 dan pasal 3 diterapkan : 
a. Untuk agunan tunai berupa giro dan tabungan wadiah, tabungan dan 
atau deposito murabahah, dan atau setoran jaminan dalam mata uang 
rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa 
pencairan sitinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) 
b. Untuk agunan berupa sertifikat Bank Indonesia atau Surat Utang 
Pemerintahsetinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) 
 c. Untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah setinggi-tingginya 
sebesar 50% (lima puluh perseratus) 
d. Untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan 
kapal laut setinggi-tingginya sebesar : 1) 70% (tujuh puluh perseratus) 
dari nilai taksiran untuk penilai yang dilakukan sebelum melampaui 
6(enam) bulan. 
Untuk agunansurat berharga syariah setinggi-tingginya sebesar 
50% (lima puluh perseratus) dari nilai taksiran, penilaian dilakukan setelah 
6 (enam) bulan; sedangkan untuk untuk agunan berupa Surat Berharga 
Syariah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai taksiran untuk 
penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 (delapan belas) tetapi 
belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan; dan untuk agunan Surat Berharga 
Syariah 0% (nol perseratus) untuk penilaian yang dilakukan setelah 
melampaui 30 bulan.  
Penilaian agunan wajib dilakukan oleh penilai Independen bagi 
pembiayaan, piutang dan atau Qardh yang diberikan kepada nasabah atau 
group nasabah lebih dari Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus 
rupiah). Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern Bank 
Syariah, bagi pembiayaan, piutang dan atau Qardh dengan jumlah lebih 
kecil dengan jumalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal 
penilaian agunan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
 maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor 
pengurang Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif.  
Bank Indonesia dapat melakukan penghitungan kembali atas nilai 
agunan yang telah dilakukan dalam penyisihan Penghapusan Aktifa 
Produktif apabila:  
a. Agunan tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah dan atau 
pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku 
b. Penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, atau 
c. Agunan tidak dilindungi asuransi dengan bunker‟sclauseyaitu klausul 
yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menerima untuk 
pertanggungan dalam hal terjadi pembiayaan klaim.
61
 
B. Murabahah 
1. Pengertian Murabahah 
Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. 
Bank syariah membeli barang yang di perlukan nasabah kemudian 
menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan 
ditambah dengan margin keuntungan yang di sepakati antara bank syariah 
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 dan nasabah.
62
Murabahah, secara bahasa murabahah merupakan bentuk 
“mutual” (saling) dari kata Ribh yang artinya keuntungan, yakni 
pertambahan nilai modal atau saling mendapatkan keuntungan.  
Sedangkan menurut terminologi ilmu fiqih, murabahah adalah 
menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang 
jelas.
63
Murabahah atau Ba‟i al-Murabahah adalah jual beli barang pada 
harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati di awal 
perjanjian.
64
 Jadi pembiayaaan murabahah adalah akad jual beli barang 
pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara 
pihak bank dengan nasabah di awal perjanjian. Pembiayaan murabahah 
merupakan suatu produk lembaga keuangan yang paling banyak diminati 
masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkannya. 
Menurut Muhammad Syafe‟i Antonio bai‟ al-Murabahah adalah 
jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 
disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberitahu harga 
produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 
tambahannya.
65
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 Sedangkan menurut Warkum Sumitro murabahah adalah 
persetujuan jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah 
dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran 
ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut meliputi 
cara pembayaran sekaligus.
66
Dan menurut Sutan Remy Sjahdeini, 
murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi 
jual beli dengan cicilan.
67
 
Dari teori-teori di atas dapat di simpulkan bahwa murabahah 
adalah penjualan secara jelas memberi tahu kepada pembeli beberapa 
harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang 
diinginkannya. 
2. Rukun dan Syarat Murabahah 
a. Rukun Murabahah 
Rukun adalah suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu 
kegiatan, sehingga apabila tidak ada salah satu elemen tersebut maka 
kegiatan tersebut dianggap tidah sah. Menurut jumhur ulama, ada 
empat rukun murabahah yaitu orang yang menjual (Ba‟i), orang yang 
membeli (Musytari), sighat, dan barang atau sesuatu yang di akadkan. 
b. Syarat Murabahah 
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 1) Syarat ijab qabul 
a. Orang yang mengucapkan Balig dan berakal. 
b. Qabul sesuai ijab. Maksudnya harga yang diucakan sesuai 
yang disetujui dan diinginkan pembeli, apabila ijab dan 
qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. 
c. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. 
2) Syarat orang yang berakad 
a. Berakal 
3)  Syarat barang yang diperjual belikan (Ma‟qud „alaih) 
1) Barangnya tidak gharar. 
2)  nilai manfaat. 
3) Ada hak kepemilikan. 
4) Diserahkan saat akad berlangsung atau waktu yang 
disepakati. 
4) .Rukun 
a. PenjualdanPembeli(al-muta‟aqidain ) 
b. Objekakad. 
c. Ijab Kabul ( Shighat ).68 
 
 
c. Dasar Hukum Murabahah 
                                                             
68
Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h.95. 
 Dalam islam perdagangan dan perniagaan selalu di hubungkan 
dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang 
bertentangan dengan kebajikan tidak lah bersifat islami. 
Al-Qur‟an Surat An-Nisa Ayat 29 
                   
                 
  
 Artinya:  
Wahai orang-orang yang beriman! Jangan lah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka 
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 
Allah Maha Penyayang kepadamu.
69
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 Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 
                    
                           
                     
               
Artinya:  
Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian 
itu karena mereka berkata karena jual beli itu sama dengan riba. Padahal, 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa 
mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, Maka apa yang telah 
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada 
Allah. Barangsiapa mengulangi, Maka mereka itu penghuni neraka, mereka 
kekal di dalamnya.
70
 
 
d. Ketentuan Umum Murabahah 
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 1) Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah di miliki atau 
hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. 
2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembeli) 
dan biaya-biaya lain yang lazim di keluarkan dalam jual beli. 
3) Ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun 
persentase sehingga di ketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat 
seperti itu tidak di tetap kan. 
4) Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada 
pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, 
tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak di tetapkan. 
5) Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) harus lah sah, 
jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah antara 
pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli 
murabahah. 
 
 
 
 
 
 Gambar 2.2 Pembiayaan Murabahah 
 
1. NEGOSAI PERSYARATAN 
 
2. AKAD JUAL BELI 
BANK 6. BAYAR NASABAH 
5. TERIMA BARANG  
DAN DOKUMEN 
 
3. BELI BARANG     4. KIRIM 
      SUPLIER/ PENJUAL   
Penjelasan Skema Murabahah:
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1) Bank dan nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan tentang 
pembiayaan murabahah yang akan dilakukan. Bank dan nasabah 
melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu barang, dalam akad ini 
bank bertindak sebagai penjual dan nasabah berlaku sebagai pembeli. 
2) Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari 
suplieratau penjual dan dibayar secara tunai. 
3) Barang yang telah dibeli bank dikirim oleh suplier kepada nasabah. 
4) Nasabah menerima barang yang dibeli. 
5) Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada bank 
secara angsuran selama jangka waktu tertentu. 
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 BAB III 
PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan 
Menurut surat keputusan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha 
Kecil  dan Menengah Pengesahan Akta Pendirian Koperasi No: 
05/BH/X.7/III/2008, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wat 
Tamwil (BMT) Mitra Dana Sakti Lampung Selatan berdiri pada tanggal 24 
maret 2008, yang beralamatkan di Jl. Slamet Riyadi Desa Sidorejo Kecamatan 
Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, dengan modal dasar pada saat itu 
sebesar Rp.136.471.750,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh 
satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), pendiriannya diprakarsai oleh para 
Cendikiawan, Pengusaha, Ulama‟ dan Tokoh Masyarakat Lampung Selatan, 
yang melihat bahwa pada realitanya masyarakat kelas bawah dan pengusaha 
kecil tidak dapat mengembangkan usahanya, karena terbatasnya lembaga yang 
menfasilitasi  mereka baik dibidang permodalan ataupun bidang peningkatan 
kualitas SDM. 
Pendirian KJKS BMT Mitra Dana Sakti juga dilatarbelakangi oleh 
upaya untuk memperkenalkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada 
ekonomi syariah serta menyediakan sarana mediasi keuangan antara warga 
muslim yang memiliki kelebihan liquiditas dengan warga muslim lainnya yang 
 kekurangan liquiditas, dan untuk memecahkan persoalan kebutuhan akan 
permodalan umat Islam golongan lemah serta menyediakan sarana 
penyimpanan dana yang aman dengan sistem bagi hasil. 
B. VISI dan MISI 
1. VISI 
Menjadi Lembaga Amil Zakat pilihan ummat yang Amanah dan 
Profesional. 
2. MISI 
a. Mewujudkan lembaga keuangan mikro syari‟ah yang dikelola scara 
murni dan konsekuwen. 
b. Mewujudkan KJKS BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan sebagai 
media dakwah dalam penguatan ekonomi umat. 
c. Menjadi lembaga keuangan mikro syari‟ah yang mandiri dan tidak 
bergantung pada pihak lain. 
d. Menumbuhkan budaya kerja yang berprinsip jujur, amanah, 
adilprofesional, kreatif dan inofatif serta sanggup menghadapi 
tantanganyang ada. 
e. Menjadi lembaga keuangan mikro syari‟ah yang diandalkanmasyarakat 
muslim di wilayah Lampung Selatan. 
 f. Menjadi lembaga keuangan mikro syari‟ah yang mengedepankanaspek 
kemanfaatan jangka panjang. 
C. Struktur Organisasi BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan 
Struktur organisasi adalah gambaran hubungan antar individu 
ataubagian atau devisi yang menunjukan hirarki dan pola hubungan. Ini 
jugadiartikan sebagai suatu cara atau sistem dari aktivitas-aktivitas 
untukmengurus sesuatu dalam usaha dalam mencapai tujuan tertentu. 
Olehkarena itu dalam melaksanakan aktivitasnya KJKS BMT Mitra Dana Sakti 
sesuai dengan struktur organisasi yang ada agar dapat mencapai tujuannya. 
Data Jabatan Karyawan Bmt  Mitra Dana Sakti 
Lampung Selatan 
Kepala Cabang   : Asmaul Huda, SE, MM 
Manajer Marketing   : Sugianto, S.Ag.MM 
Manajer Operasional   : Leni Widia, Amd 
Auditor Internal   : Edi al hayat, SE 
Head Teller    : Evi Ariyani, SE 
Teller     : Roza Silvia, Amd 
Marketing    : M. Teguh, Amd 
     : Kasnanto, SE 
      : Sigit Purnomo 
      : Andika Saputera 
Umum     : Suprianto 
Security    : Agus Hadi 
Driver     : Hasan Basri 
Office Boy    : Ricky Saputera 
Sumber: Dokumen KJKS BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan. 
 
 Gambar 3.1 
Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt Mitra Dana Sakti 
Lampung Selatan 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Sumber:Dokumen BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan 
 
Pengawas Internal 
Manajer 
Marketing 
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         Office Boy 
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Security 
Marketing 
 D. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Lending di BMT Mitra Dana Sakti 
1.  Administrasi Pembiayaan   
a. Identitas Jabatan  Unit Kerja :  Bagian Pemasaran  Posisi dalam 
Organisasi  :  Di bawah Kabag. Pemasaran   
b. Fungsi Utama Jabatan:  Mengelola  administrasi  data  mitra  usaha,  
melakukan  proses pembiayaan  mulai  dari  pencairan  hingga  
pelunasan,  membuat akad-akad dan surat -surat perjanjian lain.   
c. Tugas-Tugas Pokok:   
1) Penyiapan  administrasi  pencairan  pembiayaan  (dropping) dan 
melakukan proses dropping. 
a) Memeriksa  kelengkapan  administrasi  mitra  yang  akan 
dropping. 
b) Membuat  aqad  pembiayaan,  tanda  terima  jaminan, kartu  
angsuran  dan  pengawasan,  kupon  pembiayaan (untuk yang 
harian) 
c) Membaca akad kepada mitra pembiayaan.Mengisikan  buku  
registrasi  mitra  pembiayaan  secara lengkap. 
2) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan: 
a) Memeriksa kelengkapan administrasi untuk diarsipkan. 
b) Mengarsipkan  akad  pembiayaan  serta  berkas pendukung 
lainnya sesuai dengan nomor rekening. 
 c) Menyimpan  kartu  pengawasan  sesuai  dengan  nomor 
urut/nomor rekening mitra pembiayaan. 
d) Hanya  mengeluarkan  berkas  pada  saat  dibutuhkan dengan  
bukti  catatan  pengeluaran  dan  memastikan berkas yang telah 
selesai digunakan telah dikembalikan pada tempatnya. 
3) Pengarsipan jaminan pembiayaan: 
a) Memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui pihak yang  
berwenang  (AO  dan  Manajer  KJKS  atau  dengan bukti  
tandatangan  yang  tertera  pada lembar penerimaan jaminan. 
b) Memberikan  lembaran  Tanda  Terima  Jaminan  asli kepada  
mitra,  dan  mencatatnya  pada  buku  registrasi jaminan. 
c) Menyimpan Tanda  Terima Jaminan copy  dengan  surat jaminan 
ke dalam brankas jaminan. 
d) Mengeluarkan  jaminan  apabila  diperlukan  atas sepengetahuan  
Kabag  Pemasaran  dan  Manajer  KJKS secara tertulis. 
e) Melakukan kontrol atas jaminan-jaminan yang ada. 
4) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan: 
a) Menerima  angsuran  dan  mencatatnya  ke  dalam buku/kartu 
pengawasan pembiayaan. 
b) Menyesuaikan  kartu  angsuran  mitra  dengan  kartu pengawasan 
yang ada. 
 c) Meneliti/menghitung  kembali  sisa  hutang  mitra,  untuk mitra 
yang akan melakukan pelunasan. 
d) Menerima setoran dari petugas kolektor. 
e) Membantu pengisian setoran dari kolektor  dan meneliti setoran 
yang masuk sesuai dengan jumlah kupon yang dikeluarkan. 
5) Penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon:  
a) Menyiapkan  kupon  apabila  petugas  kolektor  akan berangkat. 
b) Membuat  daftar  kupon  yang  dikeluarkan  dan dikembalikan. 
c) Melakukan  pengecekan  apabila  terjadi  selisih  kupon antara  
yang  seharusnya  ada  (tersisa)  dengan  yang tersisa. 
6) Pembuatan laporan  pembiayaan  sesuai  dengan  periode laporan 
7) Membuat laporan pembiayaan bulanan yang terdiri dari:   
a) Laporan Dropping per bulan  dan  total dropping selama per 
tahun.   
b) Laporan lengkap PYD dan mutasinya. 
c) Laporan PYD yang akan jatuh tempo. 
d) Laporan kolektibilitas (tingkat kelancaran pembiayaan). 
e) Laporan prestasi AO & RO (capaian target AO/RO). 
f) Laporan PYD Pekanan 
g) Daftar mitra yang harus ditagih. 
h) Daftar  mitra  yang  akan  dan  telah  jatuh  tempo  pada pekan 
tersebut. 
 8) Membuat  surat  teguran  dan  peringatan  kepada  mitra  yang akan 
dan telah jatuh tempo: 
a) Membuat  dan  mengirimkan  surat  teguran  pada  mitra yang 
telah jatuh tempo. 
b) Membuat dan mengirimkan surat peringatan pada mitra yang 
akan jatuh tempo. 
c) Melakukan  kontrol  atas  tindak  lanjut  surat pemberitahuan dan 
peringatan yang  dikirimkan kepada mitra. 
9) Membuat surat-surat perjanjian dengan pihak lain. 
2. Staf Penagihan   
a. Identitas Jabatan   
Unit Kerja    : Bagian Pemasaran   
Posisi dalam Organisasi   : Di bawah Kabag. Pemasaran   
b. Fungsi Utama Jabatan: 
1) Melakukan  penagihan  terhadap  angsuran/pembayaran pembiayaan  
baik  untuk mitra usaha  yang  tidak  bermasalah maupun  yang  
bermasalah  serta  melakukan  pengambilan terhadap mitra usaha 
funding. 
2)  Memberikan  jalan keluar dan langkah-langkah penyelesaian bagi 
mitra usaha yang bermasalah serta melakukan tindakan penarikan,  
penyitaan,  penjualan  jaminan  dan  lain-lain  yang berhubungan 
dengan aspek hukum. 
 c. Tugas-Tugas Pokok: 
1) Memastikan  angsuran  yang  harus  dijemput  telah  ditagih sesuai 
dengan waktunya: 
a) Membuat  rencana/jadwal  penagihan  harian,  mingguan dan 
bulanan. 
b) Menyiapkan  peralatan  administrasi  yang  dibutuhkan untuk 
menjemput tabungan/angsuran pembiayaan. 
2) Memastikan  tidak  ada  selisih  antara  dana  yang  dijemput dengan 
dana yang disetorkan ke KJKS: 
a) Menghitung seluruh uang yang dijemput. 
b) Membuat  daftar  angsuran  seluruh  mitra  yang menyetorkan 
uangnya. 
c) Menyerahkannya  kepada  Teller,  dan  memastikan seluruh  
setoran  tidak  ada  yang  tertinggal  dan  tidak terjadi  selisih  
antara  catatan  dengan  uang  yang diserahkan. 
3) Membantu  memberikan  jalan  keluar  dan  solusi  bagi  mitra usaha 
yang  bermasalah, melakukan penjualan jaminan, dan upaya-upaya  
lainnya  baik  secara  kekeluargaan  maupun hukum yang berlaku. 
 
 
 
 E. Produk Penyaluraan Dana (Lending)  
1. Pembiayaan Mudharabah  
Sebagaimana telah diketahui tentang mudharabah dalam simpanan, 
dimana BMT Mitra Dana Sakti bertindak sebagai mudhorib dan anggota/ 
nasabah sebagai penyimpan dana. Maka dalam operasi pembiayaan, 
perannya menjadi terbalik, BMT Mitra Dana Sakti bertindak sebagai 
shohibul maal dan anggota/ nasabah (penerima pembiayaan) sebagai 
mudhorib yang menjalankan usaha dan manajemennya. 
Dalam pembiayaan ini resikonya sangat tinggi karenanya harus 
dilakukan secara hati-hatidan dengan penelitian yang benar-benar matang. 
Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam 
bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan. Bagi hasil efektif 
didapat BMT Mitra Dana Sakti setelah nasabah mendapatkan dana 
pembiayaan dan setelah dinilai bahwa investasi tersebut telah menghasilkan 
keuntungan. Apabila pengelola mengalami kerugian, BMT Mitra Dana 
Sakti menaggung semua kerugian modal usaha. 
a. Pembiayaan Al Murabahah 
Hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) 
dengan pembayaran tangguh atau angsuraan. Dalam masyarakat kita 
hubungan jual beli ini biasa disebut dengan membeli secara kredit. 
Dalam praktiknya BMT Mitra Dana Sakti bertindak sebagai penjual 
tetapi dilakukan tidak secara langsung. 
 BMT Mitra Dana Sakti hanya menalangi (menyediakan dana) 
untuk pembelian barang modal yang diajukan oleh nasabah untuk 
kemudian nasabah membeli sendiri barang modal yang 
dikehendakinya. Jumlah kewajiban yang harus di bayar kepada BMT 
Mitra Dana Sakti oleh anggota adalah jumlah harga barang modal dan 
mark up (keuntungan) yang telah disepakati. BMT Mitra Dana Sakti 
mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikan. 
Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Dana Sakti dibedakan 
menjadi dua: Pembiayaan Murabahah Angsuran dan Pembiayaan 
Murabahah Jatuh Tempo. 
Produk pembiayaan murabahah yang ada di BMT Mitra Dana Sakti 
antara lain:  
1. Bina Barokah  
2. Bina Arofah  
3. Bina Artha  
4. Pijar Investasi  
5. Bina Taqwa 
6. Bina Agrobisnis 
7. Pugar Griya 
8. Armadaku 
9. Mitra Moda 
10. Bina Ukhuwah 
 b. Pembiayan Al Ijarah 
Bentuk pembiayaan dimana BMT memberikan fasilitas 
pinjaman kepada anggota sebagai penyewa, dan member kepadanya 
kesempatan untuk mengambil kemanfaatan dari barang sewaan untuk 
jangka waku tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati 
bersama. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk sewa 
barang yang diperlukan untuk pengembangan usahanya. Nasabah 
membayar harga pokok barang tersebut secara mengangsur ditambah 
dengan margin keuntngan/mark up untuk BMT, dilakukan secara 
angsuran selama jangka waktu yang disepaki bersama. 
c. Pembiayaan Musyarakah 
Pembiayaan modal investasi atau modal kerja, yang mana 
pihak BMT menyediakan sebagian dari modal usaha keseluruhan, 
pihak BMT daat dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian 
keuntungan berdasarkan kesepakatan sesuai proporsinya dalam bentuk 
nisbah. Apabila pengelola usaha mengalami kerugian masing-masing 
pihak menanggung kerugian sesuai kesepakatan perjanjian. 
d. Pembiayaan Al Qordhul Hasan (Pinjaman) 
Akad pinjaman yang diberikan BMT kepada mitra dengan 
ketentuan bahwa anggota wajib mengembalikan dana yang 
 diterimanya (jumlah pokok yang diterimanya) kepada BMT pada 
waktu yang telah disepakati BMT dan anggota. Pembiayaan jenis ini 
adalah produk pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil/Margin sama 
sekali. Sumber pendanaan yang digunakan untuk memberikan 
pinjaman ini berasal dari Baitul Maal 
e. PK-EL Syari‟ah (Pembiayaan Kepemilikan Elektronik) 
Kebutuhan Alat Telekomunikasi (Telephone, Rumah, Hand 
Phone), kebutuhan Elektronik : TV, Komputer/Laptop, Kulkas, Mesin 
Cuci, dan Perabotan Rumah Tangga. 
f. Ijarah Muntahia bitamlik (IMBT) 
Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam 
waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh), yang diikuti dengan 
pemindahan barang itu sendiri kepada penyewa atas kesepakatan awal 
kedua belah pihak. 
 
 
 
 
 2. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Dana Sakti 
Menurut data yang ada BMT Mitra Dana Sakti, pengajuan 
pembiayaan murabahah disertai akad wakalah yang dimana pemohon 
(nasabah pembiayaan) akan menjadi wakil dari BMT untuk keperluan 
pembiayaan tersebut. 
Gambar 3.2 Alur Pembiayan 
 
 
 
 
 Sumber: Data BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan. 
Keterangan: 
Saat penyerahan dokumen dan kelengkapannya, berikut yang harus 
dilakukan untuk persyaratannya: Fotocopy KTP Pemohon (Suami dan 
Istri), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Bukti Kepemilikan 
Jaminan: BPKB, STNK dan faktur untuk kendaraan atau Fotocopy 
SHM/SHGB/KIPT dan PBB terakhir disertai surat IMB untuk Tanah/ 
Bangunan.
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 3. Proses Penilaian Agunan BMT Mitra Dana Sakti. 
Gambar 3.3 Alur Penilaian Agunan 
 
 
 
 
 
Sumber: Data BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan. 
Keterangan: 
Penilaian agunan di BMT Mitra Dana Sakti dimulai saat nasabah 
yang mengajukan pembiayaan mengisi formulir dan meyerahkan agunan 
(bukti kepemilikan), kemudian tim Legal Jaminan mensurvey agunan 
tersebut. Setelah itu hasil data survey agunan tadi diserahkan pada bagian 
pembiayaan untuk di proses kembali pembiayaannya.
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 BAB IV 
ANALISIS DATA  
 
A. PEMBAHASAN 
1. Penilaian  Agunan Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra 
Dana Sakti Lampung Selatan. 
Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan penulis 
didapatkan hasil bahwa dalam menilai suatu agunan, BMT Mitra Dana 
Sakti memiliki Standar Operasional Perusahaan (SOP) sebagai berikut: 
GAMBAR 4.1 
ALUR PENILAIAN AGUNAN 
 
 
 
 
 
Sumber: Data BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan. 
 
 
 
Pengisian Formulir 
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Ke BMT Apabila 
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 Keterangan: 
Penilaian agunan di BMT Mitra Dana Sakti dimulai saat  
6. Nasabah datang mengajukan pembiayaan dan mengisi “Formulir 
Permohonan Identifikasi”. 
7. Setelah mengisi formulir melengkapi berkas, selanjutnya calon 
nasabah/ anggota menyerahkan agunan. 
8. Tim Legal Jaminan mensurvey agunan tersebut dengan langsung 
melihat kondisi fisik barang, memastikan keaslian kepemilikan serta 
kesesuaian fisik barang dengan foto yang diserahkan. (dilakukan oleh 
bagian Legal dan Jaminan).  
9.  Hasil data survey agunan tadi diserahkan pada bagian pembiayaan 
untuk di proses kembali pembiayaannya mencari harga pasaran barang 
agunan dengan cek harga pasar secara up to date.
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1. Kendaraan Bermotor.75 
Kepemilikan        Bobot  
BPKB atas nama sendiri     80% 
BPKB atas nama dalam satu keluarga   60% 
BPKB atas nama orang lain     50% 
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 Jenis 
Minibus/Sedan/Jeep/Sepeda Motor    60% 
Niaga –Pick Up (kap max 25 ton)    40% 
Niaga –Truck (kap max 25 ton)    30% 
Kondisi 
Baru        80% 
Bekas < 1 tahun      60% 
Bekas 1-3 tahun      50% 
Bekas 3-5 tahun      30% 
Bekas > 5 tahun      10% 
Kegunaan 
Pribadi        80% 
Sewa        50% 
Angkutan Penumpang     40% 
Angkutan Barang      30% 
Produksi 
Jepang        80% 
Eropa, USA        50% 
Korea, Taiwan      30% 
Dalam Negeri/Lainnya     20% 
 
 
 Nilai Likuiditas Kendaraan Bermotor 
Kepemilikan       XXX % 
Jenis        XXX % 
Kondisi       XXX % 
Kegunaan       XXX % 
Produksi       XXX %+ 
XXX % 
Contoh 
a. Kendaraan 
Bp. Fulan menjaminkan motor Vario 125 produksi jepang tahun 
keluaran 2009 dengan harga pasaran saat ini Rp. 8.000.000,- dengan 
kepemilikan kendaraan a/n sendiri (Fulan) pembelian pada tahun 2010 
yang digunakan untuk keperluan pribadi (bepergian dan aktifitas sehari-
hari), berikut penjabaran dari perhitungan barang agunan Bp. Fulan: 
Kepemilikan       80 %  
Jenis       60 %  
Kondisi       10 %  
Kegunaan       80 % 
Produksi       80 %+  
62 % 
 
 
 Keterangan: 
Dari perhitungan di atas dapat dihitung bahwa nilai dari agunan 
kendaraan Bp. Fulan sebesar 56% dari harga pasar saat ini Rp. 8.000.000. 
Maka nilai pokok dari agunan kendaraan Bp. Fulan sebesar Rp. 
4.480.000,- 
2. Sertifikat Hak Milik (SHM). 
Kepemilikan       Bobot 
- SHM atas nama sendiri     80% 
(Suami/Istri, Anak Kandung) 
- SHM atas nama Orang Tua,    50% 
Kakak/Adik Kandung 
- SHM atas nama mertua,      40% 
Kakak/Adik Ipar       
- SHM dalam proses jual-beli    30% 
- BPKB atas nama orang lain    10% 
- SHGB atas nama sendiri     50% 
(Suami/Istri, Anak Kandung) 
- SHGB atas nama Orang Tua,    40% 
Kakak/Adik Kandung 
- SHGB atas nama mertua, Kakak/Adik Ipar  30% 
- SHGB dalam proses jual-beli    20% 
- SHGB atas nama orang lain    10% 
 Peruntukan 
- Perkantoran      80% 
- Pertokoan/Perniagaan     65% 
- Perumahan      60% 
- Industri/Produksi      50% 
- Pergudangan      45% 
- Tanah Pekarangan     40% 
- Perkebunan      35% 
- Pertanian       30% 
- Peternakan      25% 
- Perikanan       20% 
- Lainnya       10% 
Kondisi 
- Tanah Darat/Matang     80% 
- Tanah Tegalan      50% 
- Tanah Pertanian      30% 
- Persawahan      25% 
- Strata Title / SHGB K ios     20% 
- Perbukitan       15% 
- Lainnya       10% 
- Tanah Rawa     tidak masuk kriteria 
 
 Akses Jalan 
- Jalan Propinsi      80% 
- Jalan Raya/Kota      65% 
- Jalan Desa       60% 
- Jalan Perumahan/Kaplingan    50% 
- Jalan Batako/Gang     25% 
- Galengan/Lainnya      10% 
- Jalan Utama Pasar Luar     50% 
- Jalan Utama Pasar Dalam     30% 
- Jalan Pasar Dalam      10% 
Lokasi Jaminan 
- Tepi Jalan Propinsi     80% 
- Tepi Jalan Raya (Kota/Kab)    65% 
- Tepi Jalan Desa      60% 
- Tepi Jalan Perumahan/Kaplingan    50% 
- Tepi Jalan Batako/Gang     25% 
- Tepi Galengan/Lainnya     10% 
- Belakang Obyek Lain Milik Sendiri   40% 
(jaminan harus 1 paket) 
- Daerah Rawan Banjir     25% 
- Bersebelahan/berdampingan Makam   20% 
- Dibawah SUTET      15% 
 - Tepi Sungai arus deras/curam    15% 
- Belakang rumah/obyek lain/orang lain   10% 
- Tanah Helikopter     tidak masuk kriteria 
Nilai Likuiditas Tanah 
Kepemilikan       XXX % 
Peruntukan        XXX % 
Kondisi       XXX % 
Akses Jalan       XXX % 
Lokasi Jaminan      XXX %+ 
XXX % 
Contoh 2: 
Bp. Fulan menjaminkan rumah yang dihuninya yang terletak di 
desa yang berada di tepi sungai yang berada di dalam gang dengan harga 
pasaran Rp. 58.000.000,- dengan sertifikat a/n istrinya. Berikut penjabaran 
dari perhitungan barang agunan Bp. Fulan:  
Kepemilikan       50 %  
Peruntukan      60%   
Kondisi       80%  
Akses Jalan       25%  
Lokasi Jaminan      10%+  
45% 
 
 Keterangan: 
Dari perhitungan di atas dapat dihitung bahwa nilai dari agunan  
rumah Bp. Fulan sebesar 43% dari harga pasar saat ini Rp. 58.000.000,-. 
Maka nilai pokok dari agunan rumah Bp. Fulan sebesar Rp. 24.940.000,-
.
76
 Dari data tersebut semua perhitungan sudah menggunakan SOP BMT 
Mitra Dana Sakti dari hak kepemilikan dan lainnya seperti penjabaran di 
atas. 
 
BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan merupakan salah satu 
BMT Syariah. Seperti BMT syariah pada umumnya, BMT Mitra Dana 
Sakti Lampung Selatan juga memiliki beberapa macam pembiayaan salah 
satunya adalah pembiayaan Murabahah. Dalam mengajukan pembiayaan 
Murabahah calon nasabah harus memenuhi segala persyaratan yang telah 
ditetukan, salah satunya adalah penyerahan barang agunan kepada BMT 
syariah yang digunakan sebagi jaminan selama pembiayaan yang 
dilakukan selesai. Jaminan/ agunan memberikan hak dan kekuasaan 
kepada bank untuk mendapatkan pelunasan melalui barang jaminan 
tersebut ketika nasabah cedera janji atau nasabah tidak mampu 
menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko 
yang disediakan oleh debitur untuk penanggungan pembayaran kembali 
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 suatu pembiayaan, apabila debitur tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai 
dengan yang diperjanjikan.
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Agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai 
dengan pembiayaan yang bersangkutan, dan barang lain, surat berharga 
atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.
78
 
Agunan merupakan peran yang sangat penting di dalam suatu 
pembiayaan, jaminan diperlukan untuk memperkecil resiko yang dapat 
kerugikan BMT yaitu ketika nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan 
sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan dan juga sekaligus untuk 
memastikan kesanggupan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali 
atas utang yang didapat dari BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan. 
Adapun Kriteria Barang Agunan di BMT Mitra Dana Sakti 
Lampung Selatan. yang di serahkan ketika akan melakukan pembiayaan 
Murabahah antara lain: 
1. Mempunyai nilai ekonomis (yaitu dapat dinilai dengan uang dan 
dijadikan uang), misalnya: rumah, kendaraan bermotor, mobil, tanah, 
dll. Itu merupak barang-barang yang biasanya dijadikan sebagai barang 
agunan di BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan. 
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 Pemahaman angunan pada penyelesaian pembiayaaan bermasalah  
 2. Mempunyai nilai yang relatif stabil, maksudnya barang yang dapat 
dijadikan sebagai barang agunan adalah barang yang memiliki nilai 
yang tidak mudah berubah, misalnya adalah rumah, dan tanah 
3. Dapat dinilai secara umum dan pasti (tidak dipengaruhi faktor 
subyektifitas tinggi), contoh benda yang tidak memiliki kriteria tersebut 
adalah lukisan, dan benda pusaka, benda-benda tersebut tidak dapat 
dijadikan sebagai jaminan yang berikan kepada BMT Mitra Dana Sakti 
Lampung Selatan. 
4. Mempunyai nilai yuridis (legalitasnya baik) dalam arti memiliki bukti 
kepemilikan yang sah dan kuat berdasarkan hukum positif yang 
berlaku, serta dapat dipindah-tangankan kepemilikannya 
(transferability). 
5. Nilainya mampu men-cover jumlah pembiayaan, yaitu 100% dari 
pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah, hal itu ditujukan agar BMT 
tidak mengalami kerugian saat nasabah tidak mampu membayar hutang 
pada saat waktu yang telah ditentukan. 
6. Tidak bermasalah, barang yang bermasalah tidak dapat dijadikan 
sebagai barang agunan di BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan, 
dikarenakan BMT tidak mau dirugikan ketika nasabah tidak mempu 
membayar tagihan, kemudian barang agunan bermasalah itu akan 
menjadikan barang agunan sulit dijadikan uang dan sulit juga untuk 
menutup kekurangan dari hutang nasabah. Dan yang terakhir, barang 
 agunan mudah dijual (marketability), yaitu adanya pasar yang cukup 
luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga 
ketika barang jaminan dijual guna menutup kekurangan dari nasabah.
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Jenis-jenis Agunan di BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan 
yang mampu dijadikan sebagi jaminan guna mendapatkan pembiayaan 
Murabahah diantaranya yaitu: Tanah dan atau bangunan yang berdiri di 
atasnya, Kendraan bermotor, Mesin mesin pabrik, Persediaan barang 
dagang, Emas (logam mulia), Piutang (piutang dagang dan piutang karena 
pengerjaan proyek), dan BMT garansi. Di BMT Mitra Dana Sakti 
Lampung Selatan banyak jenis agunan yang dipilih untuk mengajukan 
pembiayaan, namun untuk saat ini hanya 2 yang sering dijadikan sebagai 
barang agunan, yaitu tanah atau bangunan yang berdiri di atasnya dan 
kendaran bermotor atau BPKB.
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Dalam analisis pembiayaan analisis terhadap agunan merupakan 
bentuk evaluasi terhadap aspek collateral. Analisis dilakukan terhadap 
agunan pembiayaan dan sumber keuangan lain yang dapat digunakan 
sebagai alternatif sumber pengembalian pembiayaan. Analisis dilakukan 
untuk mengetahui kecukupan nilai agunan pemberian pembiayaan.  
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 Analisis agunan untuk menilai kecukupan nilai agunan didasarkan 
pada beberapa pertimbangan: Pertama, Keyakinan BMT bahwa nasabah 
pembiayaan dapat menyelesaikan kewajibannya berdasarkan kelayakan 
dan kemampuan keuangan nasabah pembiayaan. Kedua, Agunan yang 
disyaratkan agar memperhatikan, antara lain struktur pembiayaan, 
kompetisi, jenis agunan, dan riwayat pembayaran. Ketiga, Agunan yang 
diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi 
pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan sebagai second way out, dalam 
hal nasabah pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajiban.  
Bentuk agunan dapat berupa objek yang dibiayai pembiayaan, atau 
agunan tambahan selain dari objek yang dibiayai dengan kriteria sebagai 
berikut: 
1. Mempunyai nilai ekonomis, dalam arti dapat dinilai dengan uang dan 
dapat dijadikan uang. 
2. Kepemilikan dapat dipindah tangankan dari pemilik semula kepada 
pihak lain (Marketable)
81
 
3. Mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat secara sempurna 
berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku 
sehungga bank memiliki hak yang didahulukan (Preferen) terhadap 
hasil likuiditas barang tersebut. 
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 Agunan yang digunakan dalam pembiayaan biasa dalam bentuk 
tanah, bangunan, persediaan, dan bentuk lainnya. Secara umum beberapa 
jenis agunan yang dapat diterima BMT, antara lain: Tanah, analisis 
pembiayaan dengan agunan berupa tanah perlu memperhatikan hak atas 
tanah tersebut, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atas Tanah 
Negara, dan lain-lain.  
Bangunan, agunan dalam bentuk bangunan umumnya berupa 
rumah tinggal, rumah susun, pabrik, gudang, atau hotel. Analisis agunan 
berupa bangunan perlu memperhatikan hal-hal seperti Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB), lokasi bangunan, luas bangunan, konstruksi bangunan, 
kondisi bangunan, tahun pendirian/ renovasi bangunan tersebut, 
peruntukan bangunan, tingkat marketabilitas, keterikatan dengan bank 
lain, serta status hukum apakah dalam kondisi sengketa atau tidak. 
Kendaraan Bermotor, analisis aguna berupa kendaraan bermotor 
perlu memperhatikan umur teknis kendaraan, kepemilikan kendaraan, dan 
pengamanan tambahan berupa pemblokiran pada instansi yang 
berwenang.
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 B. ANALISIS PENILAIAN AGUNAN DI BMT MITRA DANA SAKTI 
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 
Perjanjian kredit yang dilakukan oleh BMT Mitra Dana Sakti Lampung 
Selatan terjadi setelah adanya kesepakatan antara BMT dan anggota yang 
diikat dalam sebuah perjanjian kredit.Selain perjanjian kredit ada perjanjian 
tambahan yaitu perjanjian pengikat jaminan yang di sini dilakukan secara 
fidusia. 
Dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam 
kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar fidusia atau 
kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut 
diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan 
secara yuridis atas benda yang dijaminkan beralih kepada penerima fidusia. 
Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijadikan 
tersebut berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.
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Dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan jaminan 
fidusia ini, tidak berarti bahwa penerima dari jaminan fidusia akan benar-benar 
menjadi pemilik kebendaan yang dijadikan dengan fidusia tersebut. Namun 
hanya kepemilikan sementara selama pemberi fidusia masih mempunyai 
kewajiban kepada penerima fidusia.  
Dalam kedudukan sebagai penerima fidusia, maka penerima fidusia 
mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya 
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 “seolah-olah” BMT menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan 
dimaksud, bila pemberi fidusia wanprestasi. 
Dengan kata lain selama pemberi fidusia belum melunasi utangnya, 
maka selama itu penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual kebendaan 
fidusia yang dijaminkan kepadanya. Artinya, bila kewajiban atau utang 
pemberi fidusia lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya 
akan diserahkan kembali kepedanya oleh penerima fidusia. 
Jaminan atau gadai dalam Islam dikenal dengan rahn adalah 
penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang, yang hak kepemilikannya 
dapat diambil alih ketika sulit untuk menebusnya.
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Menurut ulama Syafi‟iyah gadai adalah menjadikan suatu benda 
sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan 
dalam membayar utang. Sedangkan menurut ulama hanabilah gadai adalah 
harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) ketika yang 
berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi 
jaminan. 
Dalam buku lain dijelaskan pula bahwa gadai adalah : 
1. menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syara‟, sebagai jaminan 
atas piutang, yang memungkinkan terbayarnya hutang si peminjam kepada 
pihak yang memberikan pinjaman.
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 2. Gadai dalam perspektif islam disebut dengan istilah rahn, yaitu suatu 
perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau 
tanggungan utang. Kata rahn secara etimologi berarti “tetap.86  
3. menjadikan barang yang bernilai atau berharga sebagai jaminan atas 
hutang yang dibebankan sampai terbayarnya hutang tersebut.
87
 
a. Syarat sah 
Syarat sah yaitu mengenai penguasaan atas barang yang digadaikan 
yaitu adanya penyerahan barang sebagai jaminan atas pelunasan utang, ini 
berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 : 
1. Qur‟an Surat Al-Baqarah Ayat 282. 
                     
    (….) 
Artinya :  
Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya.
88
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 2. Qur‟an Surat Al-Baqarah Ayat 283 
                      (….) 
Artinya:  
Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang 
dipegang.
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a. Syarat kerusakan  
Syarat yang dapat membatalkan rahn yaitu apabila seseorang 
menggadaikan barang dengan syarat bahwa nasabah akan membawa haknya 
pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik penerima 
gadai. Fuqaha telah sependapat bahwa syarat tersebut mengharuskan 
batalnya gadai. Para ulama sepakat bahwa barang agunan (jaminan) itu hak 
kepemilikannya tetap berada ditangan pemiliknya, yang beralih hanyalah 
penguasaannya, walaupun tidak dapat ditebus pada saat jatuh tempo. 
Pada zaman jahiliyah, jika pemilik barang gadai tidak bisa 
membayar utang pada waktunya, maka barang gadainya lepas dari 
pemiliknya dan menjadi hak milik penggadai.Tetapi kemudian Islam 
melarang praktek gadai semacam ini. 
Dalam jaminan fidusia terjadi penyerahan dan pemindahan dalam 
kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar kepercayaan dengan 
syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya diserahkan dan dipindahkan 
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 kepada kreditor penerima fidusia adalah hak kepemilikannya atas suatu 
benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara 
yuridis atas benda yang dijaminkan beralih kepada kreditor penerima 
fidusia.Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang 
dijaminkan berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya. 
Sedangkan dalam rahn, barang jaminan tidak dibicarakan sebagai 
sesuatu yang akan lepas dari tangan pemilik bila penerima hutang tidak 
dapat melunasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Para ulama sepakat 
bahwa barang agunan itu hak kepemilikannya tetap berada ditangan 
pemiliknya, yang beralih hanyalah penguasaannya, walaupun tidak dapat 
ditebus pada saat jatuh tempo. Dan apabila seseorang menggadaikan barang 
dengan syarat bahwa ia akan membawa haknya pada masanya, dan jika 
tidak, maka barang tersebut menjadi milik penerima gadai. Fuqaha 
sependapat bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai.  
Persamaan dan perbedaan antara jaminan fidusia dengan jaminan 
dalam konsep Islam (rahn). 
a. Persamaan  
1) Dari segi keberadaan jaminan hutang baik jaminan fidusia dan rahn 
mensyaratkan adanya barang yang dapat dijadikan jaminan atas 
pelunasan utang. 
2) Dari segi maksud adanya jaminan barang baik jaminan fidusia maupun 
rahn jaminan dimaksudkan untuk berjaga-jaga atau cadangan bagi 
 pelunasan manakala pengguna dana tidak dapat membayar utang pada 
waktunya. 
b. Perbedaan  
1) Dalam jaminan fidusia pengguna dana menyatakan melepas wewenang 
atas barang miliknya yang dijadikan jaminan utang bila pada waktunya ia 
tidak dapat melunasi utangnya, sedangkan dalam rahn pernyataan 
semacam itu tidak ada bahkan para ulama sepakat pernyataan tersebut 
dapat membatalkan akad rahn. 
2) Dalam rahn barang yang dijadikan jaminan pelunasan utang tidak beralih 
kepemilikannya hanya sebatas penahanan ditangan penerima gadai, 
sedangkan jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan kepada 
penerima gadai. 
Penerapan jaminan fidusia dalam perjanjian  kredit terdapat 
kesepakatan bahwa pihak pengguna dana telah memberikan kuasa penuh 
dan menyerahkan hak kepemilikan kepada pihak BMT. Menurut para ulama 
kesepakatan dalam rahn yang mensyaratkan adanya pemindahan hak 
kepemilikan atas barang jaminan dari orang yang menggadaikan kepada 
penerima gadai merupakan salah satu syarat kerusakan rahn yang 
menyebabkan batalnya akad rahn. Maka dapat dikatakan bahwa pengikatan 
jaminan dalam jaminan fidusia ini dikatakan batal karena adanya syarat 
kerusakan yang dapat merusak atau membatalkan akad, begitu pula akad 
perjanjian kredit. 
 Apabila dilihat dari unsur tujuannya, perjanjian dalam jaminan 
tersebut adalah suatu bentuk pengamanan terhadap keberadaan benda yang 
menjadi jaminan. Dimana kepemilikan benda pindah ketangan penerima 
fidusia sedang keberadaan benda yang menjadi jaminan ada di tangan 
pemilik benda, memungkinkan adanya benda tersebut akan hilang, rusak 
maupun dibawa lari pihak pengguna maka perlu adanya suatu bentuk 
ketetapan hukum yang mengatur terhadap benda tersebut. Kesepakatan 
jaminan fidusia mengakibatkan batalnya perjanjian pengikatan jaminan 
beserta perjanjian kredit, namun kesepakatan tersebut sebagai wujud 
pengamanan terhadap keberadaan benda yang dijadikan jaminan dan 
memberikan hak kepada pemilik benda untuk tetap menggunakan benda 
tersebut meskipun kepemilikan sudah berpindah tangan kepada penerima 
fidusia. 
Apabila diartikan secara literatur, bahwa setiap perjanjian yang di 
dalamnya terdapat syarat yang rusak maka perjanjian atau akad tersebut 
rusak dengan sendirinya. Begitu pula perjanjian kredit di BMT Mitra Dana 
Sakti Lampung Selatan yang di dalamnya terdapat perjanjian jaminan 
fidusia yang dianggap batal karena adanya syarat rusak di dalam akad 
tersebut, maka mengakibatkan perjanjian kredit  juga rusak dengan 
sendirinya. Namun dalam bentuk apapun itu, secara faktanya perjanjian 
tersebut sangat memberi manfaat bagi pihak pengguna dana maupun pihak 
BMT. 
 Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa BMT Mitra 
Dana Sakti tidak begitu memperhatikan apakah akad yang dipakai dalam 
pengikatan jaminan yang dilakukan BMT Mitra Dana Sakti hanya 
memperhatikan bagaimana dana yang tersalurkan kepada anggota aman dan 
dapat kembali dengan adanya pengikatan jaminan tersebut. Maka praktek 
pengikatan jaminan yang dilakukan BMT Mitra Dana Sakti dalam kredit 
tersebut dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan pengikatan jaminan 
kredit yang ada di bank konvensional.Oleh karena itu, BMT Mitra Dana 
Sakti harus lebih memperhatikan akad yang digunakan dalam pengikatan 
jaminan tersebut, mengingat hal terpenting yang harus diperhatikan dalam 
sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad menjadi 
bagian pertama setiap transaksi ekonomi. Maka akad yang dibuat oleh 
kedua belah pihak yang bertransaksi hendaknya dibuat secara benar dan 
sesuai dengan ketentuan syara‟. Karena dari akadlah semua dapat dikatakan 
sah atau tidak sah. 
Mengenai pemanfaatan atas barang yang dijadikan jaminan sampai 
sekarang para ulama masih berselisih pendapat mengenai pemanfaatan baik 
oleh pihak pegadaian maupun penerima gadai.Termasuk dalam pengikatan 
jaminan secara Fidusia yang dilakukan oleh BMT, dimana pemanfaatan 
barang diberikan kepada pihak pemberi fidusia meskipun kepemilikan ada 
ditangan penerima fidusia. Namun pada kenyataannya pengikat jaminan 
 dengan cara ini banyak memberikan manfaat bagi pihak anggota maupun 
pihak BMT. 
BMT Mitra Dana Sakti menggunakan anggunan dengan cara fidusia 
adapun Barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia adalah benda yang 
bergerak, yang berwujud atau tidak berwujud sistem jaminan fidusia ini 
belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, karena pada masa Rasulullah 
barang jaminan tersebut harus diserahkan setelah pemilik barang menerima 
utang sedangkan pada jaminan Fidusia ini yang dijadikan jaminan bukan 
barang/ bendanya tetapi hanya hak kepemilikan saja. Barang yang dijadikan 
jaminan tidak ditarik/ diambil apabila si debitur melakukan wanprestasi. 
Adapun hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah sebagai 
berikut: 
 ٍّىِدوُه َي ْنِم اًماَعَط ىَر َتْشا ملسو هيلع للها ىلص َّبَِّنلا َّنَأ  اهنع للها ىضر  َةَشِئاَع ْنَع
 لٍييِي َ ْنِم اًعْرِد ُهَن ََرَو   لٍ  ََأ  َ ِ   
Artinya:  
Aisyah Radhiyallahu „Anha berkata: “Rasulullah Shalallahu „Alaihi 
wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo 
(kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.” (HR Bukhari dan 
Muslim).
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  َناَك اَذ ِ ِهِتَقَف َِنب ُبَْكر ُي ُرْهَّظلا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر َلَاق ََةر َْير ُ بَِأ نع
ًانو ُْرَم ,ًانو ُْرَم َناَك اَذ ِ ِهِتَقَف َِنب ُبَرْشُي ِّرَّيلا َُبََلَو ,ةَقَفَّ نلا ُبَرْشَيَو ُبَْكر َي يِذَّلا ىَلَعَو  
Artinya : 
“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan 
menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah 
susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan 
kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan 
pemeliharaan”. (Shahih Muslim).91 
Dari praktek Nabi yang menjelaskan bahwa yang dijadikan sebagai 
barang jaminan termasuk barang bergerak yang berupa baju besi karena 
pada zaman Nabi baju besi mempunyai nilai yang sangat besar yaitu sebagai 
baju besi di medan pertempuran, maka boleh dijadikan sebagai jaminan 
hutang. 
Keuntungan dan kerugian barang jaminan fidusia, bahwa dalam 
lembaga jaminan fidusia barang-barang yang dijadikan jaminan tetap berada 
dibawah penguasaan debitur/ pemilik barang, artinya debitur masih boleh 
menggunakan barang-barang tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya 
karena hak miliknya saja yang disimpan oleh kreditur selama hutangnya 
belum lunas, itu berarti fidusia adalah penyerahan hak milik atas dasar 
kepercayaan. Sedang dalam hukum Islam, dalam hal gadai, bahwa gadai 
tetap berhak mengambil manfaat dari barangnya yang digadaikan, bahkan 
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 semua manfaatnya tetap milik debitur juga kerusakan atas barang gadainya 
menjadi tanggungannya, walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai, 
tetapi usahanya untuk menghilangkan miliknya dari barang itu/ 
menguranginya tidak dibolehkan melainkan dengan izin yang menerima 
gadai. Maka tidaklah sah bagi orang yang menggadaikan/ menjual barang 
yang telah digadaikan itu, begitu juga menyewakannya apabila masa sewa-
menyewa itu melewati masa gadaian yang memegang gadai boleh 
mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti 
kerugiannya untuk menjaga barang itu.  
  
 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Setelah melaksanakan penilitian di BMT Mitra Dana Sakti Lampung 
Selatan yang berjudul Analisis Penilaian Barang Agunan Pembiayaan 
Murabahah di BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil penelitian penulis di BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan 
dalam melakukan penilaian terhadap agunan dengan menggunakan sistem 
sama rata, dimana bank menilai agunan sebesar 80% dari harga pasar, 
selain untuk kendaraan bermotor yang dapat dijadikan agunan apabila 
kendaraan bermotor tersebut berumur 5 tahun setelah pembelian, dan 
untuk mobil 15 tahun setelah lunas.  
Berdasarkan penelitian tersebut penulis mengungkapkan bahwa 
terdapat perbedaan antara teori dan apa yang diterapkan di BMT Mitra 
Dana Sakti Lampung Selatan, perbedaan terdapat pada penilaian plafond 
agunan, namun disini perbedaan tersebut tidak menjadikan masalah karena 
hal itu untuk mempermudah bank dalam melakukan penilaian dan tidak 
melanggar peraturan syariah. 
2. BMT Mitra Dana Sakti menggunakan anggunan dengan cara fidusia 
adapun Barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia adalah benda yang 
 bergerak, yang berwujud atau tidak berwujud sistem jaminan fidusia ini 
belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, karena pada masa Rasulullah 
barang jaminan tersebut harus diserahkan setelah pemilik barang 
menerima utang sedangkan pada jaminan Fidusia ini yang dijadikan 
jaminan bukan barang/ bendanya tetapi hanya hak kepemilikan saja. 
Barang yang dijadikan jaminan tidak ditarik/ diambil apabila si debitur 
melakukan wanprestasi 
B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, penulis memiliki saran 
yaitu sebagai berikut:  
1. Dalam hal penilaian barang agunan BMT Mitra Dana Sakti Lampung 
Selatansudah sangat bagus karena sudah mengutamakan kemanusiaan 
dan melaksanakan fungsi sebenarnya dari BMT yang dimana mengatasi 
kemiskinan dan membantu perekonomian menengah kebawah dan 
membantu perekonomian mikro dalam masalah kekurangan dana. 
Untuk kemajuan yang lebih mungkin bisa ditingkatkan lagi kinerja 
perusahaan dan seluruh jajaran staf nya agar lebih banyak yang bisa 
mengajukan pembiayaan untuk memajukan perekonomian mikro. 
2. Dalam hal kelayakan BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan sudah 
cukup luwes karena memberikan kesempatan dengan meminta 
mengganti barang agunannya ataupun mengurangi nilai dari 
pembiayaannya, namun hal tersebut riskan terjadinya penyalah gunaan 
 pembiayaan tersebut. Untuk pembiayaan mikro mungkin masih bisa 
diantisipasi, namun untuk pembiayaan yang besar bisa mengakibatkan 
kerugian bagi perusahaan jika terjadi penyalahgunaan pembiayaan 
maupun penipuan dalam pembiayaan. 
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